
BAB V 

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis dalam tulisan ini maka kesimpulan

terkait Eksistensi ritual adat Hel Keta pada masyarakat adat dawan adalah sebagai

berikut:

a. Eksistensi  Ritual  Adat  Hel  Keta  dalam  hukum Perkawinan  Masyarakat

Adat  Dawan  yaitu  masih  tetap  dijalankan  dalam  bentuk  yang

disederhanakan

b.  Eksistensi Ritual Hel Keta yang dilaksanakan sekarang sudah tidak sesuai

proses dan makna dari  Hel Keta itu sendiri,  sehingga dapat melahirkan

suatu budaya baru.

c. Eksistensi Hel Keta di masa  yang akan datang berdasarkan penyederhanaan

praktek masa kini maka seiring berjalannya waktu masyarakat cenderung

untuk tidak melaksanakan hel keta di sungai lagi tetapi di kembalikan ke

rumah adat.

d.  Eksistensi  Hel Keta yang dilaksanakan sekarang tidak berpengaruh atau

tidak berdampak pada hak dan kewajiban kedua pasangan (suami istri),

berdasarkan hal ini maka wajar saja ritual ini dilarang.

e. Pelarangan Hel Keta adalah hal yang wajar karena sesuai sejarahnya dalam

tahapan perkawinan Masyarakat Adat Dawan ritual Hel Keta bukan lagi

syarat untuk melaksanakan perkawinan adat karena ini sudah dilaksanakan

oleh leluhur dan untuk membebaskan hingga turunan selanjutnya.
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f.  Praktek ritual  Hel Keta sekarang didasari  oleh banyaknya generasi  yang

tidak mengenal sejarah dan nilai asli dari budaya ini sehingga berakibat

mewariskan  pada  turunan  selanjutnya  bahkan  sampai  pada  luar  daerah

sesuai ikatan perkawinan.

g.  Sebagian  masyarakat  Adat  Dawan  dalam  hal  ini  dalam  kefetoran

Naktimun  telah  mengganti  istilah  Hel  Keta  menjadi  Na Hoeb  Maputu

Malala yang artinya lepas panas, Namun masyarakat adat dawan secara

keseluruhan tidak mengetahui pergantian istilah tersebut.

h.  Dalam  proses  pelaksanaan  terdapat  perubahan-perubahan  yang  telah

disederhanakan dalam ritual Hel Keta yaitu: (1) Pelaksanaan dilakukan di

rumah adat, bukan di sungai atau kali. (2) Pemimpin ritual adalah kepala

suku, bukan tokoh adat. (3) Dilaksanakan oleh beberapa orang saja (kedua

pasangan, pemangku adat dan keluarga dekat),  tidak beramai-ramai.  (4)

Yang harus disiapkan kedua pasangan berupa sopi (simbol perdamaian),

hewan berupa ayam (simbol ikatan), dan lilin (simbol permohonan) tidak

harus babi atau kambing.
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5.2 Saran

       Berdasarkan hasil temuan dari tulisan ini peneliti mempunyai saran terkait

ritual adat hel keta sebagai berikut:

a. Dalam ritual Hel Keta yang telah disederhanakan Masyarakat Adat Dawan

tidak boleh lagi melakukan ritual Hel Keta di sungai atau kali yang karena

dianggap dapat melahirkan budaya.

b. Eksistensi Hel Keta yang telah disederhanakan ini perlu adanya tim atau

tokoh masyarakat agar dapat mensosialisasikan kepada Masyarakat Adat

Dawan terkait sejarah dan makna dari Hel Keta yang telah disederhanakan.

c. Masyarakat Adat Dawan perlu mengubah pandangan terhadap ketakutan

imajiner akan sesuatu dari Hel Keta, yang sebenarnya efek dari ritual Hel

Keta sekarang tidak berpengaruh pada hak dan kewajiban kedua pasangan.

d. Dengan kondisi eksisting yang terjadi pada Masyarakat Adat Dawan maka

ritual Hel Keta tidak lagi diwajibkan bagi pasangan yang akan melakukan

perkawinan. 
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